BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2018, Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik Berasal dari
unsur Inspektorat Daerah dan Pasal 9 huruf b angka 3
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pohuwato, Bagian Pengadan Barang dan Jasa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 24 Tahun 2018
tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pohuwato.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan
Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4269);



3. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 218 Nomor 1543);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten pohuwato
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 96);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun
2016 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas ;

11 Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten

Pohuwato Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Pohuwato.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;

4. Sekretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah

Kabupaten Pohuwato;
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5. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Pohuwato;

6. Bagian Pengadaan Barang dan jasa adalah Bagian
Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat. Daerah
Kabupaten Pohuwato;

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato;

8. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya
disebut Kode Etik adalah norma pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh  barang/jasa yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa;

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang memiliki kualifikasi
untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/
jasa konsultansi/jasa lainnya.

10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan pengguna barang;

11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Pokja Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa; dan

12 .Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa  Daerah
yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite
yang menilai norma perilaku pihak-pihak yang terkait
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pemerintah Kabupaten Pohuwato.



2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9

Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan

keanggotaan terdiri atas :

a. Ketua adalah Inspektur Daerah;
b. Sekretaris adalah Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan; dan
c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas:
1) Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan;
2) Unsur Inspektorat Daerah; dan
3) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagali

berikut:
Pasal 11
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komite
Etik diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan, dan Pelatihan selaku Sekretaris Komite
Etik.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat,
laporan OPD, media massa, dan/atau pihak lain di
luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan
dengan mekanisme:

a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan
atas pengaduan yang diterima dan
menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;

b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite
Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk

membahas pengaduan;



c. rapat Komite Etik membahas dan membuat
kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak
layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang
patut. kepada pihak pengadu;

e. apabila layak proses penanganan
pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
oleh sidang Komite Etik, dengan:

1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang
ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan
ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah
terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka
dalam putusannya Komite Etik harus
mencantumkan sanksi administratif  yang
diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Pohuwato yang melanggar;

h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan
Kesejahteraan Sekretaris Daerah dan Inspektur
Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk diambil
keputusan; dan

i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan
pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite
Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g berupa:

a. teguran tertulis;

b. mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

c. penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga)

bulan;



d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
dan/atau
e. pemberhentian jabatan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran
Kode Etik yang tidak bersifat. bertingkat dan dalam
satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa

sanksi sekaligus.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh
Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga
pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan dengan mekanisme:
a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite

Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Komite
Etik untuk membahas hasil temuan;

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat
kesimpulan apakah hasil temuan layak atau
tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil
temuan dihentikan dan diberikan penjelasan
tertulis yang patut kepada pihak pengadu; dan

d. apabila layak proses penanganan hasil temuan
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh
sidang Komite Etik, dengan:

1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti
yang ada Komite Etik memutuskan dan
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap
Kode Etik.



f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah
tejadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka
dalam putusannya Komite Etik harus
mencantumkan sanksi administratif  yang
diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
Daerah yang melanggar;

g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk
diambil keputusan; dan

h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk
menetapkan pemberian sanksi berdasarkan
putusan Komite Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g berupa :

a. teguran tertulis;

b. mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

b. penghentian tunjangan keija paling sedikit 3
(tiga) bulan;

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
dan/atau

d. pemberhentian jabatan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik
tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian

sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik
dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di

Inspektorat Daerah.



7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 17

Surat Sekretariat ditandatangani

Kepegawaian, Pendidikan dan

Sekretaris Komite Etik.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku

diundangkan.

Pelatihan

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati

penempatannya dalam Berita

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 1 J&nueri 202?
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

Daerah

3

pada

ini

oleh Kepala Badan

selaku

tanggal

memerintahkan

dengan

Kabupaten
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BERITA DAERAH KAUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR..3
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